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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Dalam Putusan  Pengadilan No. 201/Pid.Sus/2016/PN.SKT dan 26/Pid.Sus/2014/ 
PN.KB.  dan Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan 
Solusinya, dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
dengan metode analisis secara kualitatif. Hasil analisis data diperoleh bahwa 
putusan hakim No. 201/Pid.Sus/2016/PN.SKT dan 26/Pid.Sus/2014/PN.KB yang 
telah dilakukan hakim tersebut dapat diketahui bahwa dalam rangka memberikan 
perlindungan kepada korban penjualan anak maka Hakim memutuskan untuk 
memberikan pidana yang cukup berat kepada terdakwa yaitu 6 tahun penjara. 
Berdasarkan kasus tersebut maka hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 
yang mengatur mengenai penjualan anak terutama pada pasal 82 dan 88.  
Hambatan adalah Korban penjualan anak merupakan individu yang menderita 
secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat 
menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan 
memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan. Sistem 
pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban 
penjualan anak, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak 
diuntungkan sebagai korban kejahatan.  Solusi atau penyelesaian dari hambatan 
tersebut yaitu sebagai berikut : korban tindak pidana penjualan anak terus 
diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat 
menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya dan korban 
memperoleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai 
berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. 
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan Korban Ekspolitasi 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study to know the Legal Protection of Children in Court 
Decision No. 201 / Pid.Sus / 2016 / PN.SKT and 26 / Pid.Sus / 2014 / PN.KB. and 
Barriers to the Implementation of Legal Protection of Children According to Law 
No. 23 of 2002 on Child Protection and its Solution, with the method of approach 
used in this study with qualitative analysis methods. Result of data analysis 
obtained that judge decision. 201 / Pid.Sus / 2016 / PN.SKT and 26 / Pid.Sus / 
2014 / PN.KB that the judge has done can be known that in order to provide 
protection to the victim of the sale of the child, the Judge decided to give a serious 
punishment to the defendant ie 6 years in prison. Based on the case, this is in 
accordance with Law no. Law No. 23 of 2002 which regulates the sale of children, 
especially in articles 82 and 88. Barriers are Victims of child selling are 
individuals who suffer physically, mentally and socially because of the crime, 
even the victim may suffer from prolonged fear if he reports the perpetrators' 
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offender in court. The criminal punishment system of the Indonesian Penal Code 
does not provide compensation for victims of child selling, so the position of 
women remains in a disadvantaged position as a crime victim. The solution or 
settlement of these barriers is as follows: victims of the crime of selling the child 
continue to be given good support from the family and community so as to 
eliminate the trauma for the crime that has happened to him and the victim obtain 
or obtain material compensation to finance various expenses incurred by the 
victim. 
 
Keywords: Legal Protection and Victims of Exploitation 
 
1. PENDAHULUAN 
Laporan UNICEF tahun 2000, anak di bawah usia 18 tahun yang 
tereksploitasi secara seksual dilaporkan mencapai 40-70 ribu anak. Sementara itu, 
menurut Pusat Data dan Informasi CNSP Center, pada tahun 2000, terdapat 
sekitar 75.106 tempat pekerja seks komersial yang terselubung ataupun yang 
terdaftar. Diperkirakan 30% dari penghuni rumah bordil di Indonesia adalah 
perempuan berusia 18 tahun ke bawah atau setara dengan 200-300 ribu anak-anak. 
Malaysia melaporkan terdapat 6.750 pekerja seks komersial (PSK) dan 62,7% dari 
jumlah PSK tersebut berasal dari Indonesia atau sekitar 4.200 orang dan 40% dari 
jumlah tersebut adalah anak-anak berusia antara 14-17 tahun.
1
 Anak-anak sebagai 
korban eksploitasi seksual dapat ditemui mulai dari lokalisasi resmi hingga di 
hotel berbintang, taman, plaza, cafe/diskotik, jalanan tempat ABG (Anak Baru 
Gede) berkumpul, baik di kota besar maupun kota kecil. Fakta menunjukkan 
bahwa telah ditemukan ratusan anak-anak di bawah usia 16 tahun dipekerjakan di 
tempat-tempat prostitusi. 
Anak yang dieksploitasi secara seksual tersebut seringkali mengalami 
penyiksaan, pemukulan, dan pelecehan seksual yang tidak berperikemanusiaan 
oleh klien, mucikari, dan germo. Dampaknya ke anak adalah berupa kerugian 
secara fisik, seperti anak-anak yang mengalami eksploitasi secara seksual dan 
komersial sangat beresiko terjangkit HIV/AIDS. Anak-anak juga sangat rentan 
terhadap kekerasan fisik. Dampak-dampak psikologis dari eksploitasi seksual dan 
ancaman-ancaman yang dipergunakan biasanya akan membekas sepanjang sisa 
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hidup. Anak akan mendapat tekanan psikologis seperti trauma, stres, bahkan ingin 
bunuh diri. 
Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana eksploitasi 
anak dapat berupa tindakan represif maupun tindakan preventif. Melalui tindakan 
preventif ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Surakarta melaksanakan 
tugasnya dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian 
pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat  agar masyarakat 
merasa aman, tertib dan tentram dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. 
Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan mengadakan penyidikan, 
penuntutan, dan pengadilan atas tindak pidana tersebut. Tentunya tindakan 
represif ini merupakan tugas dari Kapolresta Kota Surakarta dalam bidang 
penegakan hukum sebagaimana menjadi tugas serta amanat sesuai ketentuan 
dalam perundang-undangan. 
Diberlakukannya Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak yaitu UU No. 
23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 
agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas 
berakhlak mulia dan sejahtera. Menurut Pasal 11 UU No. 23 tahun 2002 
disebutkan pula bahwa ”Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan 
waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan 
minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”. Selanjutnya 
Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa: ”Setiap Orang 
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.  
Perlindungan hukum secara khusus kepada korban, khususnya korban 
eksploitasi terhadap anak tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja, akan 
tetapi harus dilakukan dengan mengikuti prosedur tertentu, seperti dibutuhkan 
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surat keterangan dari pemerintah setempat yang menyatakan bahwa anak tersebut 
membutuhkan perlindungan oleh hukum dan juga dengan melihat atau mengkaji 
seberapa besar ancaman hukuman yang bisa dikenakan terhadap pelaku tindak 
pidana eksploitasi anak.   
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan 
penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum 
terhadap pidana eksploitasi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak dan Solusinya. 
 
2. METODE  
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis – normatif atau penelitian 
doktrinal
2
 yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini akan mendeskripsikan 
peraturan hukum tentang eksploitasi anak dalam hal perlindungannya 
sebagaimana dalam putusan hakim. Sumber data terdiri dari data sekunder yang 
diperoleh dari dokumen peraturan hukum serta lieteratur atau referensi yang 
relevan dengan rumusan masalah yang diteliti dari bahan hukum primer, sekunder 
dan tersier.  Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, setelah data 
terkumpul dianalisis secara kualitatif.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan No 
201/Pid.Sus/2016/PN.SKT dan 26/Pid.Sus/2014/PN.KB 
3.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan No 
201/Pid.Sus/2016/PN.SKT  
Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat 
membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas 
perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen 
masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah 
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telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat 
memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai 
bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung 
jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, 
masyarakat, keluarga dan orangtua. Adanya kewajiban dan tanggung jawab 
negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan 
dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab : 
a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, 
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, 
urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);  
b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak (Pasal 22);  
c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan 
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara 
hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan 
perlindungan anak (Pasal 23);  
d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan 
pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24). 
Untuk mewujudkan usaha-usaha perlindungan hukum terhadap anak, 
khususnya di dalam proses persidangan , para hakim di Pengadilan Negeri 
Surakarta lebih melihat pada perkara yang diperiksanya dan didasarkan atas kasus 
yang terjadi tergantung dari kondisi anak dan berat ringannya tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak. Perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam 
hukum nasional yang terserak-serak didalam KUHPerdata, KUHPidana, dan 
sejumlah peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan anak.  
Perbuatan para terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 83 jo Pasal 76 F UU Rl Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Rl 
Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Keputusan dilakukan pada 
hari Senin 6 September 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim 
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Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRI SUGIARTI,Bc,Hk Panitera 
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa serta 
penasihat hukumnya; yang berisi tentang: 
a. MenyatakanTerdakwa WISNU SUBROTO Als BALUNG Bin SUPARMIN 
dan Terdakwa INDAH WINARNI Alias UN Binti SLAMET telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"menempatkan, 
membiarkan,melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 
penculikan, penjualan. dan/atau perdagangan Anak" 
b. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa WISNU SUBROTO Als BALUNG 
Bin SUPARMIN dan Terdakwa INDAH WINARNI Alias UN Binti 
SLAMETdengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 
denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak 
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan; 
c. Menetapkan bahwa masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
d. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada diam tahanan; 
e. Menyatakan barang bukti berupa: 
1) 1 (satu) buah Dress warna putih; 
2) 1 (satu) buah kaos bermotif awan; 
3) 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif bunga; 
4) 1 (satu) buah BH warna putih bermotif pita; 
f. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 
3.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan No 
26/Pid.Sus/2014/PN.KB 
Nomor Register Perkara: PDM-163/K.Bumi/01/2014 tanggal 5 Juni 2014 
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:  
a. Menyatakan Terdakwa FAUZAN AZIM Bin JASROMAN terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengeksploitasi 
ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
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atau orang lain” sebagaimana dakwaan alternatif kedua kami, melanggar Pasal 
88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZAN AZIM Bin JASROMAN 
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 
6 (enam) bulan kurungan; 
c. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap dokumen buku tamu hotel 
sederhana, dirampas untuk dimusnahkan;   
d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 
2.000,- (dua ribu rupiah);  
Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum 
Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 12 Juni 2014 
yang pada pokoknya memohon terdakwa dibebaskan karena unsur Pasal 88 UU 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terbukti, Terdakwa tidak 
mengetahui perbuatannya melanggar hukum, Terdakwa dipulihkan nama baik, 
hak, harkat dan martabatnya dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (sarjana) demi menyongsong masa depan 
yang lebih gemilang;  
Setelah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa dan 
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada 
pendiriannya semula; 
Amar Keputusan: 
1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN AZIM Bin JASROMAN telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “eksploitasi 
seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZAN AZIM Bin JASROMAN 
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan 
dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
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apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan 
kurungan selama 3 (tiga) bulan;  
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;  
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- 
(dua ribu rupiah);   
Dari amar putusan yang telah dilakukan hakim tersebut dapat diketahui 
bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban penjualan anak 
maka Hakim memutuskan untuk memberikan pidana yang cukup berat kepada 
terdakwa yaitu 6 tahun penjara.  
Berdasarkan kasus tersebut maka hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 
2002 yang mengatur mengenai penjualan anak terutama pada pasal 82 dan 88. 
Pasal 82 menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 
3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah 
sedangkan Pasal 88 menyatakan Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau 
seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 
dipindana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling 
banyak 200 juta rupiah.  
Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap 
perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B (2) 
menyatakan bahwa - “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 
kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” - 
kemudian Undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 33 (1) menyatakan bahwa – 
“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan 
kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusian”, - 
sedangkan pasal 29 (1) menyatakan bahwa – “Setiap orang berhak atas 
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. 
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Undang-undang Perlindungan Anak pasal 13 (1) menyatakan – “Setiap anak 
selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang 
bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan 
diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, 
kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”. Pasal 
59 menyatakan bahwa – “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban 
dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak 
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok 
minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak 
yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, 
penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, 
anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. 
Namun kenyataannya, cita-cita ideal tersebut masih jauh dari harapan, 
berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi yang tercermin 
pada masih adanya anak-anak yang mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi dan 
diskriminasi, seperti tergambar pada analisis situasi dan kondisi anak Indonesia di 
bawah ini.  
Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik 
berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan 
hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi 
korban. Anak memang merupakan manusia paling lemah. Pada umumnya anak 
sangat bergantung kepada orang dewasa, sangat rentan terhadap tindak kekerasan 
yang dilakukan orang dewasa, dan secara psikologis masih labil. Oleh karena itu 
pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak 
pidana.  
Sebagiama diatur dalam pasal 59 bagian perlindungan khusus, UU 
Perlindungan anak adalah “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban 
dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak 
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok 
minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak 
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yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, 
penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, 
anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 
Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan 
seksual, kekerasan fisik, dan psikis. Pemerintah memeberikan perlindungan 
melalui upaya, sebagaiman diatur dalam pasal 69 UU perlindungan anak: 
penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
melindungi anak korban tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan, dan pemberian 
saksi. Tindak perlindungan hukum terhadap korban pencabulan bahwa dengan 
adanya UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka berbagai bentuk 
perlindungan hukum Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan 
pencabulan diatur di dalam Pasal 64 Ayat 3 yang antara lain adalah upaya 
rehabilitasi, upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, 
upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk 
menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan 
saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk 
mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.  
Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus 
diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak 
merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. 
Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang 
sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, mengingat 
setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before 
the law). Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap anggota 
masyarakat lainnya, perlu bahu membahu memberikan perlindungan yang 
memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang 
dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar anak sebagai 
generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan 
yang semakin keras di masa-masa yang akan datang. 
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3.2 Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan 
Solusinya 
Di dalam penanganan tindak pidana penjualan anak, maka terdapat 
hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban 
kekerasan penjualan anak, seperti yang dijabarkan sebagai berikut : 
1. Korban penjualan anak merupakan individu yang menderita secara fisik, 
mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita 
ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan 
memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan. Korban 
(saksi) tidak berani untuk memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari 
pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak, hal 
ini dikarenakan korban penjualan anak selain menderita secara fisik, juga 
mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, seperti perasaan 
kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat 
perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan 
seks di luar nikah. Korban penjualan anak seringkali menjadi korban ganda, 
ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri 
biaya transportasi dan perawatan rumah sakit  
2. Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi 
bagi korban penjualan anak, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang 
tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan.  
Dari berbagai hambatan tersebut maka dapat dirumuskan mengenai solusi 
atau penyelesaian dari hambatan tersebut yaitu sebagai berikut : 1. Korban 
penjualan anak merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial 
karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan 
berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban penjualan anak selain menderita 
secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, 
Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana 
penjualan anak terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat 
sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya. 
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Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi 
korban penjualan anak, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak 
diuntungkan sebagai korban kejahatan. Korban penjualan anak seringkali menjadi 
korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, 
membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit. Penyelesaian 
hambatan tersebut adalah perlunya korban memperoleh atau mendapatkan ganti 
rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh 
korban. 
 
4.  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Pertama, Perlindungan Hukum Kepada Anak Dalam Putusan  Pengadilan 
No 201/Pid.Sus/2016/PN.SKT dan Perlindungan Hukum Kepada Anak Dalam 
Putusan  Pengadilan No 26/Pid.Sus/2014/PN.KB berdasarkan   Undang-Undang 
(UU) Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002. Pasal 11 UU No. 23 tahun 
2002 disebutkan pula bahwa ”Setiap anak berhak untuk beristirahat dan 
memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi 
sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”. 
Selanjutnya Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur 
bahwa: ”Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.  
Kedua, Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak 
menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan 
solusinya: (1) Korban (saksi) tidak berani untuk memberikan kesaksian karena 
adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh 
masyarakat banyak. Solusinya korban tindak pidana penjualan anak terus 
diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat 
menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya; (2) Sistem 
pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban 
penjualan anak, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak 
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diuntungkan sebagai korban kejahatan. Solusinya dengan cara korban 
memperoleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai 
berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. 
4.2 Saran 
Pertama, dalam usaha memberantas kejahatan anak diharapkan 
pemerintah lebih peduli lagi dan tidak menutup mata atas kasus yang menimpa 
anak di bawah umur agar perlindungan yang diberikan kepada anak dapat 
diberikan secara maksimal. Pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya perlu 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin khususnya yang berada di 
daerah terpencil yang pada umumnya memiliki pengetahuan yang kurang agar 
mereka dapat mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi 
tindak pidana kesusilaan terhadap anak. 
Kedua, perlu adanya penambahan anggota Unit Perlindungan Anak serta 
peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih 
profesional, berintegrasi, berkepribadian dan bermoral tinggi seperti memberi 
pendidikan dan pelatihan kepada aparat penegak hukum agar lebih memahami 
mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak 
korban tindak pidana kesusilaan.   
 
Persantunan 
Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta 
atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tidak henti-hentinya 
mendoakan penulis agar sukses. Saudara-saudarku tersayang atas dukungan, doa 
dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih 
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